BABTI

LANDASAN TEQRI

2.2, Definisi Pajak

Dalam literature perpa’giakan terdapat beberapa definisi pajak yang dapat
drungkapkan.

Pengertian pajak secara giobal adalah luran wajib yang dipungut oleh
pemerintah  dari masyarakal (wajio pauk) aniuk mcnutu_[:)i pengeluaran rutin
negara dan biaya pcmbaﬁgunm tanpa balay jasa yang dapat ditunjuk secaora
langsung.

Berikut ini penulis sajikan definisi pajak dari beberapa ahli:

3.Dcefinisi Adriani |
* Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh
wajib pajuk n*ncmbaynrnwu menarut seratucan dengan tidak mendapat imbalan
kembali yang dapat clitunﬁj uk secara fangsang”.
( Website: google.com, cfalam wet pengantar pajak)

4.Delintst menurut i{achm:;tt Sumitro
“Pajak adalah :uran rak;yau kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas
rakyat ke sektor pemeréintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan
dengan tiada menc!apaﬁ jasa timbel (tegen prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dap digunakéﬁn untuk membiayai pengeluaran umum’™.
Lima unsur pokok dalam? definisi pajak:
a. luran/ pungutan

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undean
\} pung 2 24
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c.Pajak dapat dipaksakan

d.Tidak meneria kontra perstasi

¢.Untuk membiayai pengeluaran amum pemerintah

( Website: google com, dalam web pengantar pajak)

3.Definisi pajak yang tertulis dalam Undang-Undang Perpajakan pasal yang
berbunyl:

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk

Bea masuk dan Coka dqu pajak yang dipungut olch pemerintah dacral menurut

UU dan peraturan dacrah™

(Kompilasi Unda..ng-ijndaéng, Perpaje kon, hal 191, 2007)

Dari beberana deﬁni;ﬂ:i yang dikemukskan di atas penulis dapat kemukakan
bahwa pajak atau perpgjakan adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat
sejumlah komponen, vakni:

a. luran dari rakyat atau wajib pajak

b. Sesuatu yang dapat dibaksakm

c. Berdasarkan undang-undang

d. Tidak leendapatkail kcémtraprez:gtasi langsung

e. Dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara

Atau dapat disimpu[kan bahwa pajak adalah Iuran dari rakya yang dapat
dipaksakan berdasarkan hndangg;—unciang yang berlaku, dimana tidak mendapat
kontraprestasi langsung, dan dananya digunakan membiayai pengeluaran Negara.
Tujuan yang hendak dicapai oleh perpajakan, berkaitan dengan fungsi perpajakan

itu sendiri yaitu:



1. TFungsi Budgeter
Yang mengandung arti bahwa pajak merupakan sumbsr untulk memasukkan

vang é:e[f}anyak—banyakxgya.

[\

Fungsi Regular

Yang mengandung :u'téz' bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk
mencapal {ujuan tertenitu di Tuar bidang kevangan. Seperti penerapan pajak
dan bea masuk bagi imé}aor barang terieniu untuk melindungi produksi dalam

Negeri.

2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Dengan berfakunva Undang-tndang  Momor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umuns dan Tatdeara Perpajokan schagaimana telal diubah terakhir
dengan Undang-Urdang Nou o Tehun 2000 tselanjutnyva disebut Uy KUP) dais

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya

disebutnya UU PPh), sistem Epemmm"zgaa dan pemungutan pajak khususnya Pajak
Penghasilan (PPh) yang diamiut di Inconesia adalah sistem self assessment dimana
masyarakat  Wajib Pajak éliberi kepercayaar dan tanggung  jawab untuk
menghitung, membayar, ciazéa melaporkan besarnya Jjumlah pajak yang harus
dibayar. |

Bahwa pemungutan pajak ngcrupukam perwujudan dari pengabdian dan peran
serta Wajib Pajak untuk seé:cara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban -perpajakan yang diperlukan  uniuk pembiayaan  negara  dan

pembangunan nasional ;
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Tanggung jawab atas kewzjiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai
pencerminan kcwqjibaﬁ di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat
wajib pajak seadirs, Peﬁwrint&h, dalam hal ini aparat perpsjakan, sesua‘i dengan
fungsinya merapunyai kewajinan untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan
pengawasan terhacap pé:menui%wn sewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan

perpajakan varg berlaku.

. Wajib  Pajak  diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment
sehingga melalui sister ini ad ninisirast perpajakan dapat dilaksanakan dengan
tapi, terkendali dan méu[uh untak dipahami oleh masyarakal Wajib Pajak.
(Republik  Indonesia, 3 (lime) Undang-Undang  Tahun 2000 lentang

perpajakan, 2000,

Berdasarkan Pada Mcekanisme Pemungutannya

a.

Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebmnumya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak
lain, tetapi harus menjac?i bebain langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: PPh Psl 21

Pajak Tidak Langsung |

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahken ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2.3. Penagihan

Beberapa pergertian mengenai penagihan pajak dapat penuls ungkapan

sebagai berikut:
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Pengertian Penagihan Pajak secera global adalah serangkaian tindakan agar

penaggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusatkan peacegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyandraan, menjua’ barang yang telah disita,

Berikut penulis sajikan beberapa pengertian penagihan yang diambil dari

beberapa sumber:

1.

&)

Definisi Penag:han yang tertulis dicalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 6,

yang berbunyi : &

“Pengertian penagthan seketika won sekaligus adalah penagihan pajak tanpa
menunggu tanggal jatul";a tempo pembayaran terhadap seluruh wiang pajak dan
semua jenis pejok, masa pajak ¢an tahun pajak. Penyampaian surat perintah
penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita
pajak kepada Fenuangpung pajak” (Kompilasi Undang-Undang Perpajakan, hal
196,2007) |

Pengertian penagihan pajak sebagaimana diatur dalam pasal Nomor 19 Tahun
1997 sebagaimana ieEaléa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 adalah:

“Penagihan peajak adaéah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi hutang pajaké dan biays penagihan pajak _dghgan menegur atau
memperingatkan, mc!énksana.km penagthan  seketika  atau  sekaligus,
memberitahukan Suraté Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan

penyitaan, melzksanakan penyanaeraan, menjual barang yang disita™.
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Jadi, berdasarkan beberapa pengertian dialas, maka dapat penulis kemukakan
bahwa penagihan pajak adalah tindakan aparatur negera untuk mengambil
haknya dalam bentuk tagihan pajak. melalui serangxaian tindakan berdasarkan

Undang-Undang.

2.4. Timbulnya Hutang Pajak

Untuk menentukan kapan saual timbulnya hutang pajak, terdapet dua ajaran,

vang berbeda, vaitu:

1.

8]

Ajaran Formal
Dikatakan bahwa suatu hutang pajak iimbul karena adanva suatu ketetapan
pajak yang diccluarkan oleh fiskus. Disini dapat disimpulkan bahwa hutang

pajak timbul setelah adanya suatu ketetapan pajak.

. Ajaran Material

Dikatakan baiwa sualu hutang pajak timbul disebabkan karena adanya
undang-undany saja tanglpa ada perbuatan manusia. yang dimaksud perbuatan
man.usia adaleh Tinda!}:an fiskus untuk menerbitkan suatu ketét&pan pajak
Sistem  perpajakan Indonesia menganut kedua pendapat tersebut diatas,
walaupun terdapat keéendrtmg;an bahwa sistem perpajff.,‘ggan Indonesia lebih
mengikuti ajaran material. Hal i dapat dilihat dari penerapan self assessment,

dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
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2.5, Dasar Penagihan Pajak
Yang menjedi dasar penagiban pujak adalah seperti yang tercantum dalam
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

-

Undang-Undang No.16 Tahun 2000 entang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yaitu: |

1.Surat Tagihan Pajak (S'f‘?)

2.5urat Ketetapan Pajok Kurang Bayer (SKPK )

3. Surat Ketetapain Pajuk Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

4.Surat Keputusan Pcmbe&fulan

3. Surat chtl.ilusun Keberalan, Surat Keputusan Banding, yang menyebabkan

Jumlah pajak yang masth harus dibavar seriambah

2.6. Berakhirnya Hutan:g Pajak
Beberapa hal yang menyecbabkan berakhirnya hutang pajak, diantaranya
adalah:
1. Adanya pembayaran atau pelunasan oleh wajib pajak.
Apabila hutang pajak iimbul, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran
atas hutang pajak Ee::rsebut, makg pernbayaran ini maka menghapuskan hutang

pajak tersebut.

S

. Kompensasi
Wajib pajak Jdapat meminta kompensasi dari kelebihan pajak masa pajak

terdahulu untuk diperhitungkan dengan hutang pajak yang dimilikinya.
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3. Daluarsa Penagihan Pajak
Bila telah melewati jangka wakta tertentu, maka hutang pajak bisa menjadi
daluwarsa sehingga f.iskus tidak depat lagi menagihnya.

4. Penghapusan Piutang P?ajak Clek Fiskus
Fiskus dapat mengbapus hutarg sajak bila sudah tidak bisa ditagih lagi,
dengan pengiapusan étersebut dengan sendirinya hutang pajak tersebut
berakhir.

5. Diterimanya Keberatan atau Banding dari Wajib Pajak
Terhadap suatu kcicm]éaan pajak yang tdak disetujui oleh wajib pajak. maka
wajib pajak mempunyai hak antuk mengajukan keberatan aau banding.

Hutang pajak berakhir bila keberaian atau banding wajib pajak diterima.

2.7. Beberapa Penjelasan Tindakan Penagihan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan penagihan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan u;)lch aparat Direktorat Jenderal Pajak
dimulai dari teguran hingga tindakan pelelangan barang wajib pajak/penanggung
pajak. Berikut ini penjelas;m beberapa tindakan penagihan pajak.
1. Sm:at Teguran
Adalah surat yang difkirim kepada wajib pajak/penanggung pajak sebagai
peringkat, jika wajib pz%;jak belum melunasi hutang pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan zpajak. Penerbitan Surat Teguran merupakan awal dari
tindakan penagihan al;:t.if. Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari

sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pajak vang masih harus dibayar.
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Penagihan Scketika dfun Selaligus

Dalam hal teijadinyaépc‘:risiiwai atan kKeadaan vang “mendesal:” dan untuk

menjaga kenm;‘]gkinani terjadinya sesuatu vang akan mengakibaikan pajak

vang terutang  lidak L%.il})ill ditagih, muka pejabat diberi wewenang untuk

menerbitkan Sura Pcriémah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Logika hukum

dari Penagihan Scketi}é:u dan Sekaligus tanpa menunggu tangga! jatuh tempo

pemoayaran s::%aagaimzéna tercanium dalan Pasal 6 (1) Undang-Undang No.19

Tahun 2000 adalah daélam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan

Negara di sekior pe:rpaéakan.

Fiskus dibert wew cnzm;g, untuk meakukan tindakan tersebut apabila

a. Penangguny pu_iakiakan meninggaikan Indenesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk Iiu

b, Penanggung pajak x%ncng_humjkma atau secara nyata mengecilkan kegiatan,
atau pekerjaan yuné dilakukennya di Indonesia ataupun
memindai:langankuén barang yang dimilikl atau dikuasainya,

c. Terdapat Laxtdamtanéia bahwa penanggung pajak akan membubarkan
usahanya atau bcmiém untuk ity

d. Badan usaha vang Zdibubarkzm cleh Negara.

e. Terjadinye penyit;aaén atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tauda—tandél kepailitan.

Surat Paksa

Surat Paksa adalah sur:%;tt periniah -;mu;zk membayar pajak dan tagihan-tagihan

yang berkaita: dengar% pajak sesuai dengan Undeng-Undang No.19 Tahun

2000 tentang I”enagihal} Pajak dengan surat paksa,
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Dalam Pasal 7 Aya%t 1 Undang-Undarg tersebut diterangkan bahwa Surat
Paksa mempunyai kekuatar ekschutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan grosse ukie éyaitu putusan perdata vang telah mempunyai Akekuatan
hukum yang tetap.
Sita
Definisi Peagertian Sita secara giobal adalah tindakan jurusita pajak untuk
mengusai barang pénanggxmg; pajak. guna dijadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
(Website: gnogle, C()K;? dalam web penagihan dengan surat paksa )
Sedangkan menurut Keteniu&n Uraum dap Tata Cara Perpajakan (pasal 1 sub
12 UU No. !‘~)/2000);Panyimmn sdalah:
“Tindakan }umsiiaé Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna
dijadikan jaminané untuk  melunasi hutang pajak menurut peraturan
perundang-undan gain yanyg berlaku”,
(Republik !ndonesié, 5 {lma) Undeng-Undang Tahun 2000 Tentang
Perpajakan, 2000) :
Jadi yang dimaksud ;,;:)enyiman adalah tindakan aparat pajak untuk mengambil
barang Penanggung épajak vang dyadikan jaminan hutang pajak dengan
berdasarkan und.a.ng-éndang. |
Yang dimaksud JLarljsita Pajax adaleh pelaksana tindakan penagihan pajak
vang meliputi pcnagﬁhan scketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,
penyitaan dan peny&?mderamn. durusita yang dapat melaksanakan tindakan
penagihan adalah Jurusita Pajak yang telah dididik, disumpah dan

ditempatkan sebagai Jurusita Pajak.
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Sedangkan yang clima%&ksudkau penanggung pajak adalah orang a;tau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang pajak. Yang bertanggung
Jawab atas hutang pajak tidak terbatas hanva pada wajib pajak, tetﬁpi dapat
Juga orang atau badan. Tegasaya selain yang tercantum namanya pada sura
Ketetapan  pejok dap;ar pule  ditunjuk penanggung pajak lainnya  yang
ditetapkan  oleh n.:ml:i.n‘lg,-undzmg pajak schapai  penanggung pajak.  Jadi
pengertian penangaun g pajak lebin luas dibandingkan dengan wajib pajak.
Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak tidak mengubah status
hak milik burang uaﬂﬂvgmgak‘lxﬂuuullnuuthxuung tersebul diserahkan
kepada  wajib pa ak ;untuﬁ‘: dititipkan  kepadanya atau menurut keadaan
memindahkan barang lécrschui ke wempat penitipan vang baik,
Penyitaan dapat {fiiztgtlkan terhadap milik penanggung pajak vang berada
drtempat tingzal, Lempjat usaha,tempat kedudukaen, atau tempat lain, termasuk
yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan
hak tenggungan se‘aa;gzéi Jjaminan pelunasan hutang tertentu berupa:
1. Barang bergerak : |

a. Mobil |

b. Perhiasan

¢. Uang runai

d. Deposito berjangka

o

Tabungan
. Saldo rekering koran
g. QGiro

h. Obligasi



1. Saham

i Surat bcrhargaélainnya

k. Piutang .

I.  Dan Penyertaan modal pada perusahaan lainnya

2. Barang T dak BGréeraliz

a. Tanal |

b. Bangunan

c. [kapal

Penyitaan dila.kuka;n hingua nilai barang yang disita diperkirakan cukup

untuk meunasi hutang pejal dan biaya penagihan pajak,

Namun ada beberapa barang vang dikcc‘ualikzm dart  penyitaan

sebagaimana dimzﬁkgud delamw: Pasal :5 ayat (1) Undang-undang No. 19

Tahun 2000 sebagéi berikut:

1} Pakaian dan tenéxpat ticur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
penanggung pajéak dan kelvarga yang menjadi tanggungan.

2) Persediaan mal(%&nan can minuman untuk keperluan satn bulan beserta
perlatan memasé'.lk yang berada di rumah.

3) Perlengkapan pé:nanggung pajak yang bersifat dinas.

4y Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung
pajak dan a.!almzéalat yang cipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan
dan keilmuan. :

5) Peralatan dalagm keadaan jalan vyang masih digunakan untuk
melaksanakan ;§eke:jaa;1 sehari-hari dengan jumlah selurubnya tidak

lebib dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juata rupiah) dan
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6) Peralazan p:arxygndang: cacat vang dipergonakan penanggung pajak dan
keluarza yang njen_j adi tanggungunaya.
5. Hak Mendalm!u_i |

Berdnsarkan penuturan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalain bukunya
Hukum Perdata: l-iuk:um Benda, twhun 1981 halaman 33, yang dimaksud
dengan piutang-piutang yang diberikan keistimewaan (Previlege) adalah:

“Suatu hak yang dibé:rikan olch undang-undang kepada kreditur yang satu di

atas kreditur vang laén.nya, semate-inata berdasarkan sifat piutangnya™.
Berdasarkan UU Nc).1;6 tahun 2090 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpagjakan  pasal 21, isilah  frevilege tidak  digunakan  melainkan
menggunakan istlahs mendshala, Demikian pula ménurut 11, Rochma
Soemitro dalam hukur;ayu Asas alon Dasar Perpajakan 2 yang memakar istilah
hak mendahului atau ﬁt'cl'ezﬁsi.
Hak mendahului tmbul apatila wajih pajak/penanggung pajak pada saat yang
sama  disamping njempunyai hutang-butang  pritadi  (perdata), juga
mempunyai hutang terhadap Megpara (fiskus), dimana harta kekayaan dari
wajib pajak tidak meneukupi untuk melunasi semua huiang-hutangnya.
Disinilah timbul masalah, siapa yang mempunyai hak mendahului diantara
para krcdiuin Mcnuruﬁt Pasai 21 UU Neo. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan taia Cara:Perpajakm, dikatakan bahwa Negara mempunyai hak
mendahulu untuk tagil&mn pajek atas barang-barang milik wajib Hajak, begitu
pula atas ba:‘ang—bm‘ang milik wakilnyn yang bertanggung jawab secara
pribadi dan/atau secara renteng. Hak mendahulu dimaksud meliputi pokok

pajak, bunga, denda adminisirasi, kenatkan, den biaya penagihar. Hak
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mendahulu tagihan pa_jiak melebihi segala hak-hak mendahulu lainnya, kecuali

terhadap: |

a. Biaya perkara _yzang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman
untuk melelang su%ttu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

b. Biaya yang dikel L:%ll‘kail untak menyelamatkan barang yang dimaksud, dan

¢. DBiaya perkara y:zmgﬂ semab-mata disebabkan  oleh  pelelangan  dan
penyelesaian suatu warisai.

Dengan demikian ngara memounyal hak menda}j:ulu atas barang-barang

wajib pajak dan bara.{“lg-baxrzmg milik wakilnya, yang berarti setelah hutang

pajak dilunasi baruiaﬁ kemudian diselesaikan pembayaran kepada kreditur

lainnya, HHal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada kreditur lainnya.,

Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Negara untuk

mendapatkan pembagian lebili dahulu daripada kepada Negara untuk

imendapatkan pcmbagi;m lebil dahulu daripada kreditur lainnya,

Lelang

Dalam hal fiskus telah melakukan segala upaya hukum terhadap wajib

pajak/penaggung pajak agar segere melenasi hutang pajaknya vang diawali

dengan penyampaian ;Surat Teguran, Surat Paksa, dan melakukan penyitaan

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka barang-barang

milik wajib pajakfpeémnggwg: pajak d:apaf dilelang cpleh Kantor Lelang

Negara. :

Tindakan in diiakuﬁka;n apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya

kepada Negara,



Lelang adalah pc:njuéﬂam barang yang dilakukan dengan cara penawaran
“naik-naik” atau “turun-turen” dap atau tertulis melalui usaha mengumpulkan
orang.  Penjualar scearafelang harus  dilokukan  di hadapan  Jury
Lelang/Pejabat Le-lzmg dari Kanior Lelang Negara, kecuali dibebaskan oleh
Pemerintah.
2.8. Jadwal Waktu Penagihan Pajak
Untuk  memberikan pegangan.  pedoman,  serta  kepastian  dalam
melaksanakan tindakan g#enugil‘mn, muke dalam pelaksanaan penagihan harus
dilaksanakan sesuai jadwal waktu yvang iclah ditentukan. Berikut urajan mengen:-:
Jadwal waktu penagihan:
1. Tindakan pelaksanua pé:mgi]um divwah dengan penerbitan Surat Teguran oleh
Pejabat atau buasa yang ditunjuk olch Pejabat tersebut setelah 7 {tujuh) hari

sefak saat jatua tempo pembavaran.

I

Surat Teguran tidak diterbitan terhadap penanggung pajak yang disetujui

untuk mengangsur/menunda pembayaran pajaknyva.

3. Apabila hutarg pajak tidak dilurasi oleh. penaggung pajek setelah 21 (dua
pulub  saty)  hari :-;cjak diterbitkannya  Surat Teguran, Pejabat  segera
menerbitkan Surat I’akﬁa.

4. Setelah lewat wakiu 2 kali 24 (dua puluh empet) jam sejak Surat Paksa

diterbitkan hutang pajak belum dilunasi cleh penanggung pajak, Pejabat segera

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

5. Apabila terhedap penanggung pajak dlakukan penagiban seketika dan

sekaligus, kepada penanggung pajak dapat diterbitkan Sural Paksa tanpa
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menunggu jatuh ?:en'lpé atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua
puluh satu) heri sejak Surat Teguran diterbitkan.

Bila hutang pajak dan biaya pesagihan yang masih harus dibayar tidak dilinasi
oleh penanggung pajak setelah lewat wakia 14 (empat belas) hari sejak tangg,éi

pelaksanaan penyitaan, pejabai segera melaksanakan pengumuman lelang.

. Dan bila setelah lewat %waktu 14 {empat belas) hari sejak tanggal pengumuman

lelang hutang pajak belum Juga dilunasi, Pejabat segera melakukan penjualan

barang sitaan melalui Kantor Lefung.

. Tempat dan Tata Cara Penvanderaan, Rehabilitasi Nama Baik
P ¥

Penanggung Pajak, Déxn Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak adalah serangkeian tindakan agar pepanggung pajak melunasi

hutang pajak dan biaya peémgihann pajek dengan menepur alau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita. Didalam penagihan pajak ada penc :gahan yaitu

larangan yang bersifat .seme%ntara terhadap penanggung pajak tertenin untuk keluar

dari Wilayah Negara Republik Indonssia berdasarkan alasan tertentu sésuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dapat juga dilakukan penyanderaan

adalah pengekangan sementara wakw kebebasan penanggung pajak dengan

menempatkan diterpat tertentu.



2.10.  Penyanderaan
Tata Cara peritipan penanggang pajek yang disandera dirumah tahanan

Negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (M-02.Um.09.02

Tahun 2003, KME No.ZFinl!KMEQ(.fB 2003).

1. Kriteria Penanggung pén;’ak yang akan disandera (KEP-218/ PJ./2003)
Kriteria penanggung paja}xl‘; yang akan disandera adalah:;
a. Mempunyai hu.tzmg? pajak sekurang-kurangnys sebesar Rp. 100.000.000
{seratus juta rupiah),
0. Diragukan tikad imilé.nya dabyy malunast hutang pajak.
¢. Telah lewat jangka \é,vaklu 14 {empat belas) hari sejak tanggal Surat I’zlksa;
dibernahukan kc;‘)ad:.é penanpgung najak,
d. Tclah mendapat izin jlcrtulis; deri Manteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Rehabilitasi Nama Eizaii«éi Penangeeng Pajak YVang Disandera
Penanggung pajak }-'aijzg, disandera  dapat  mengajukan  gugaian terhadap
pelaksanaan penyanderaan ilanya kepada Pengadilan Negeri. Gugatan penanggung
pajak diatas tidak dapat dia;jukaﬂ setelah masa penyanderaan berakhir. Dalam hal
gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan
tersebut telah mempercleh k;ekuatars hukom vang tetap.
Permohonan rehabilitasi;nama baik penanggung pajak diajukan secara tertulis
dan dilengkapi dengan perS}élarat&n sedagal berikut:
a. Puwsan Pengad:lan
b. Surat Perintah Penyamder;aan

¢. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penan roung Pajak yang Disandera
P gaung Fajax y



Rehabilitasi nama taik .dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali

pengumuman pada media cetak harian, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya permchonan penanggung pajak. Besarnya ganti rugi

yang diberikan pejabat kepada pepanggung pajak adalah sebesar Rp. 100.000

(seratus ribu rupiah) seriap hari selama masa penyanderaan vang telah dijalaninys-

Ganti rugi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

permohonan penanggung pajak.

2.11.  Pelaksanakan Ekstensifiliasi "Vajib Pajak Dan Intensifikasi pajak

Dalam  rangka meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  dan

mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal

yang berkaitan cengan pelaksarekuy ckstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi

Pajak Penghasilan (%’E”h);l’asa} 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).

1. Pengertian Ektensié;ﬁkasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak

a. Ekstensifikasi Wajit Pajak  adalah segiatan yang berkaitan dengan
penambahan jumlah wajib pajak terdafier dan perluasan objek pajak dalam
administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Intensifikasi Palak :;adalah kegiatan yang mengoptimalisasi penggalian
penerimaan pajak lcrﬁadap objek serta subjek pajak yvang telah tercatat atan
terdaftar dalem administrasi Direkiorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil
pelaksanaan ekstensiﬁékasi watib pajak.

c. Pemeriksaan adaiah P%:n1eriksaan. sederhana Lapangan (PSL) vang dilakukan

untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak



(NPWF) dan atau _pc:.né;ukuhan sebagal Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau
untuk penentuan bcsafnya peredaran usahe ataupun jumlah pajak yang harus
dibayar dalara tahun b%erjalzm.

2. Ruang lingkup pelﬂkzsa;mazm kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan

Intensifilkasi Pajak
Ruang lingkup pclaks;ﬁumian kegiatan - Ekstensifikasi Wajib  Pajak  dan

Intensifikasi Pajak mciipuli;:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajuk (NPWP) dan alau Pengukuhan sebagai
PKP, termasul pcml*;c%ian NPWP sceara jabatan terhadap wajib pajak PPh
Orang Pribadi vang berstatus schagsl karvawan perusahaan. orang pribadi yang
bertempat tinggal diwilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang
pribadi lainnya (termasuk orang asmg yvang bertempat tinggal di Indonesia atau
orang pribadi berada dié Indonesiv lebibe dast 183 hari dalan jangka 12 bulan).
yang menerime atag mefmpcméch penghasiian melebihi batas Penghasilan Kena
Pajak (PTKD). |

b. Pemberian Nomor Poké:ok Wajib Pajak (NPWP) dilokasi usaba, termasuk
pengul"{uhan sehagai PE{?, terhadap crang pribadi pengusaha tertentu yang
mempunyal  lckasi usa;ha di Seatra Perdagangan atau perbelanjaan atau
perickoan afau perkamé)ran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau
Sentra Ekonomi §ainnya:

c. Pemberian Nomor Pokc%k Wajib Pajak (NFWP) dan atau pengukuhan sebagai
PKP terlﬁdap wajib pa;jak badaa yang berdasarkan data yang dimiliki atau
diperoleh ternyata %elurh terdafiar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP Baik di

domisili atau lokasi.



d. Penentuan jumlah angs:uram PPL Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus
disetor dalam t;:d“nLanvberj;alan, dimulai sejak bulan Januari yang bersangkutan.

e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan daiafn tahun
berjalan, khusvsnya untuk PEP Pzdagang Eceran, yang mempunyai usaha di
sentra perdagangan ataﬁ perbelanjaan atan pertokoan atau perkantoran atau mal

atau plaza atau sentra ekonomi lainava.

3. Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak
dan Intensifikasi Paja;{;

Unit organisasi yamg melaksanakan kegiaian Lkstensifikasi Wajib Pajak dan

Intensifixasi Pajak adatah:

a. Seksi ‘Pengo!ahan Data dan [nformasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) serta Kantor Pétuyulxlh&x: Pajak yang berada dilvar kota kedudukan
Kanter Penyuluhan %’ajaék (KPP}

b. Dalam hal kegiatan éksten.siﬁka:gi wajib pajak dan intensifikasi pajak
dimaksudkan untuk menéghiturig jumlah pajak yang terutang:, Kepala KPP dapat
menunjuk Vpetugas Scksi PPh, Sekst PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya,
serta Seksi lainnya di E?(PP untek diperbantukan pada Seksi PDI dan Kantor
Penyuluhan Pajak. |

c. Khusus untuk pelaksana;an kegiatan Ekstensifikasi Wajib Fajak dan [ntensifikasi
Pajak dalam +ahun 2(;301, dilaxukan cleh Tim atau Satuan Tugas yang
dikoordinir olea Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala

Kantor Wilayah {Kakanwil) DIF.



d.

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Eksiensifikasi Wajib Pajak dan
Intensifikasi Pejak, mcliiauii:

1) Petugas yvang ditunjuk oleh Kepula KPP,

2) Petuges Kantor Penytﬁﬁuhm Pajak vang citunjuk oleh Kepala KPP.

3) Petugas lain vang ditunjuk oleh Lakanwil DJP.
g yang aitunj

4. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Agar pelaksanaan kegiaian Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak

dapat dilekukan sesuai dengan twijuan yang diharapkan, maka pelaksanaan

Ekstensifikasi Wajib Pajak dan lnsensitikasi Pajak harus direncanakan dengan

ketentuan sebugat berikut:

a.

o

KPP melakukan idcmiﬁiiasi terhedup data yang diperoleh dan mencocokkannya
dengan data Master F?’ilc Loka! 7WFL) wmelalui program Sistem Informasi
Perpajakan (SIP%).

KPP membuat daftar noiminati?f‘ wajih .pzijak yang belum mempunye:s NPWP dan
ataw Surat i’enguku]’lzm%I’engusa@aa Kena Pajak (SP PKP) sesuvai dengan data
yang dimiliki.

KPP nmiempersiapkan sarana dar prasarana administratif yang diperlukan.

KPP melaksanikan koofrdinas% dengan Instansi di luar.DJ_P yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan Fii%s;len:@i%'lkae;% Wajib Pajak.

KPP membuai dan i?lé.‘.l‘lgil‘il”ﬂ"l%;&ll‘i pemberitahuan kepada wajib pajak yang
terdapat dalam Daftar ?Nommaﬂéf dengan menggunakan formulir yang telah
disediakar, untuk wajib pajax disenira perdagangan atau perbelanjaan atau

pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau
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sentra ckonomi lainnya Surat Pemberitahuen tersebut  dikinm dengan
melampirkan formulir %surat jawaban wajib pajak, formulir pernvataan wajib
pajak mengenai é’n:s;lmy%a peredaran usaha, formulir surat setoran pajak, iformulir
SPT Masa PPN, formulir pendafiaran wajib pajak, dan Leaflet Pznyuluhan
Pajak.

Kakanwil DJP dapat menentukar prioritas pelaksanaan Eksiensifikasi Wajib
Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Kakanwil DJP dapat mqnentukan besarnya nilai yang tercantum dan disesuiakan

dengan koordinasi di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sesuai dengan twjuan kegiaten Lkstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama

kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajuk ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak

dan atau PKP, dilacsanekan sebagai bevikut:

a.

Atas pemberitahnan y?zzg dikizim kepada wajib pajak terdapat beberapa

kemungkinar:

1) Wajib pajak 1nenm1ggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan
NPWP dar atau céiikukuhj%(zm sebagin PKP dengan mengisi formulir
penda:i’tara;l wajib pajak dan atau PKP.

2) Wajib pajak tidak ménaggapﬁ pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah
diterima. |

3) Wajib pajal. menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan sudah ;memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai

PKP.
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4) Wajib pyjak menaggapi pemberitahuan dengan menyataken bahwa yang
bersangkutan sedah ﬁncmiliki HPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP di
KPP lainnye.

5) Wajib pajak udak rfmnungg.us_m olch karena pemberitehuan kemabali dari
Kantor Pus (‘Kemposé}.

Terhadap wajib pajak }%ang berusaha di sentra perdagangan atau perbalanjaan

atau pertokoar atau perkantcrar atau mall atau plaza atau sentra ekonomi

lainnya, seluruhnya dila}:ukan PSL.

Terhadap wajib pajak sélain vang dimaksud dalam point b sepanjang memenuhi

keadaan yang dim:iksuépada ooint a dilakukan proses pemberian NPWP dan

atay pengukuhan ,‘;chugu:i PP sesuan kelentuan yang berlaku,

Terhadap wajio pajak éelain yang dimaksud dalam point b, sepanjang wajib

pajak  tidak munuggzxpi; pemberitahuan walaupun surat pemberitahuan  (clah

ditzrima, oleh Scks! PI;”)I data wajib pajak tersebut diteruskan ke Seksi Taw

Usaha  Perpzjakan u%rtuk dilekakan proses pemberian NPWP dan atau

pengukuban sebagai I’l«’;l’ seeera jabatan sesual dengan sesuai dengan tata cara

yang sudah ditentukan.

Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam point b, kepada wajib pajak

yang menaggapi pembe;ritahum dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan

telaha dikukuhkan sebe?xgai PEP di KPP lain dan wajib P'?*j?k tidak menaggapi
karcna  surat pcmhcri%ﬁaiwan tzrsebut kembali  kekantor pos, Dilakukan
pencocokkan dengan da?a MFL., vaitu:

1) Dalam hal wajib paj%ak teleh terdafiar dengan nama alamat domisili wajib

pajak sesuai dengaﬁ MFL, dilakukan updating dalam daftar dengan
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membubuhkan catatan bahwa wapib pajak sudah terdaftar dan sekaligus
mencantumkan NPWP dalam kolans keterangan.

2) Dalam hal wajib pajak: telah terdafiar namun nama dan alamatnﬁ yang
berbeda dengar. MFL, dilakuken PEL.

3) Dalaimn hal wajib pajak ternyata belum terdaitar, dilakukan PSL.

6. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak
Kegiatan Inensifikasi Pajak dan atau pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib

Pajak yang dilakukan melaliai pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagé;

berikut:

a. Dalam hal ditemukan kewajiban antuk melakukan pembayaran PI’h dan atau
PPN dalam tahun bérja!an, kegiatan pemeriksaan dilanjuikan dengan
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), PPh dan atau Surat Keietapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB); PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Apabila kewajiban ?perpajm;(w telah ada sejak awal tahun dilakukan

pemeriksaan, STP Pi’h dan atau SKPKB PPN vang diterbitkan meliputi
bulan januari sampai dergan  bulan terakhir sebelum dilakukan
pemeriksaar dalam . tahun vyang bersangkutan (tidak termasuk bulan
dilakukannya peraeriksaan).

b. Apabila kewaiban perpajakan timbul sctelah awal tahun dilakukannya
pemeriksaan, STP PPh élan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan
sejak timbulnya kewaj iléan perpaiakan sampai dengan bulan teral hir sebelum
dilakukannya pemez‘iksm dalam tahur yang bersangkutan (Hidak termasuk

bulan dilakukannya pemeriksaan}.



¢. Dalam hal ditemukan adzmya kewa iban perpajakan tahun-tahun sebelumnya
{(sepanjang belum nmievgfati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan
usulan pemeriksaan l«c.lu:séu:s.

d. Terhadap wajib pajak c%’srang arizedi pengusaha tertentu, supaya diberikan
penjelaskan mengenai lée\vajiban rmenghitung dan membayar angsuran PPh
pasal 25 scbesar 1%; Jari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya.
Pembayaran sebesar l%gjuga berlaku werhadap wajib pajak yang menyatakan
hanya mempunyai miu geralsoutlet. Dalam hal  wajib  pajak  dapat
membuktikan bahwa g(é;ll‘ai/(}liﬂf;‘i tersebut  merupakan S;atu—satunya tempat
usaha vang dimiliki, miuka pembayaran 1% tersebut diperhitungkan dalam
SPT Tahunan U[]i’;lk Eahufn yang bersangkutan.

e. Dalam hal wajib pajak:é orang privadi pengusaba fertentu juga memenuhi
persyaratan  urituk dikéiku!’]kal“‘i sehagal  PKP Pedagang  Eceran, supaya
diberikan peniclasan m%:ngcnai kewaypiban mengenatl kewajiban menghitung
can membayar PPN maséa sebesar Z% dari peredaran usaha untuk setiap masa
pajuk. |

f. Tata cara penentuan bésamya peredaran usaha dalam rangka menghitung
besurnya angsuran 'Ph Epusal 25 Jdatam lahun berjalan dilakukan berdasarkan

ketentuan vang berlaku.

7. Pelaksanaan Ekstensiﬁkési Wajib Fajak dan Intensifikasi Pajak pada tahun
2001
Khusus untuk tahun L?.OiO], pelaxzanasn  Ekstensifikasi Wajib Pajak dan

Intensifikasi Pajak dilakukan dengan hzl-hal sebagai berikut:



a. Terhadap wajib pajak yang berusaha di senwa perdagangan atau perbelanjaan
atau pertokoan azau mall &%:i.'[fsll.l plaze siau sentra perdagangan lainnva, seluruhnya
dilakukannya PSL |

b. Kegiatan terhadap wajib pajak vang berusaha di sentra perdagangan akan
merupakan kegiatan pe11§apalm ulang.tethadap wajib pajak (updating data)
yang dilakukan setiap tigé tahun sekali aiau ditentukan lain oleh Kakanwil DJP,

sesuai dengan kondisi wilayah ateu perkembangan ekononi,

8. Pengawasan
Dalam rangka penguwasmﬁ kegiatur. Ekstensilikasi Wajib Pajak da Intensifikasi

Pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan

diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketenuan sebagai

berikut; |

a. Setiap tim pelaksana k.egiaian Fkstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
Pajak; secara berkala :nmmbuai laporan  hasil pelaksanaan kegiatan
Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk dixempilasi oleh Seksi PDI

b. Kepala Kantor Pen yuiuhar@ Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
Ekstensifikasi Wajib Pujui}; dan Intensifikasi Pajak dj wilayahnva, dan secara
periodik melaporkan hasilgkegiat;an Estensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
Pajak terscbut kepada Kepa%ia KPP

c. Kepala KPP bel'mnggung Jawab umtuk mengawasi pelaksanaan kegiatan
Ekstensifikasi Wajib Pajak dar Intensifikasi Pajak di wilayahnya, secara
periodik melaporkan hasil kegiazaw Eksiensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi

Pajak tersebut kepada Kakanwil DIF azssannya.



d. Kakanwil DJP hm‘tangg;mg Jawab umtuk mengarahkan dan mengawasi
pelaksanaan  keg atan Ei[;s[cnsifi;;us% Wajib Pajak  dan Intensifikasi Pajak
diwilayahnya . dan secara pericdik melaporkan hasil kegiatan Ekstensifikasi
Wajib Pajak dan imcnsiﬁk;nsi Pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq.

Direkiorat Informasi Perpajakar:.



